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 Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo 
di     Tempat 
   

           Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/201 tanggal 11 Juli 2023 Perihal 

Permohonan Kajian terkait dengan pengelolaan penyeberangan di atas air, bersama ini 

Kami sampaikan sebagai berikut : 

1. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang 

ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo Nomor : 

551.2/2037/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, didapati bahwa : Penyeberangan di 

atas air yang terletak di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban, Kabupaten 

Sukoharjo, dengan nama tempat penyeberangan air “Beton” yang 

menghubungkan Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta pada tanggal 7 

November 2022 telah ditutup oleh Pemerintah Kota Surakarta pada sisi Kota 

Surakarta. 

2. Bahwa pasca penutupan penyeberangan di atas air “Beton”, Desa Gadingan, 

Kecamatan Mojolaban sudah tidak ada lagi aktivitas penyeberangan pada tempat 

penyeberangan tersebut. 

3. Bahwa sebelum ditutup, penyeberangan di atas air “Beton”, Desa Gadingan, 

Kecamatan Mojolaban merupakan Objek Retribusi Daerah yang menghasilkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan penyeberangan di atas air “Beton” 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo 

Nomor: 551.2/340 XII/2021 tentang Penetapan Pengelolaan Tempat 

Nomor          : W.13-HN.01.01- 1198                                                            17 Juli 2023 

Sifat             : Segera 

Lampiran : -  

Hal : Jawaban Permohonan Kajian pengelolaan penyeberangan di atas air 

KeratK 

 

 



Penyeberangan di Atas Air Lokasi : Beton Tahun 2022, dengan Masa 

Pengelolaan : 01 Januari s/d 31 Desember 2022. 

4. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, mengatur tentang Jenis 

Retribusi, Objek Retribusi dan Wajib Retribusi. Dalam Pasal 87 ayat (2) 

disebutkan bahwa :  Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang 

dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh 

Pemerintah Daerah. 

5. Bahwa pasca penutupan penyeberangan di atas air “Beton”, di Desa Gadingan, 

Kecamatan Mojolaban sudah tidak ada lagi menyelenggarakan Penyediaan/ 

Pelayanan Jasa. Dengan kata lain pasca penutupan, penyeberangan di atas air 

“Beton” tidak lagi menjadi Objek Retribusi. 

Kesimpulan dan Saran 

Penyeberangan di atas air yang terletak di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban, 

Kabupaten Sukoharjo, dengan nama tempat penyeberangan air “Beton”, sudah 

tidak menghasilkan PAD Kabupaten Sukoharjo sejak berakhirnya masa 

pengelolaan pada tanggal 31 Desember 2022. Untuk itu Dinas Perhubungan 

Kabupaten Sukoharjo perlu menerbitkan surat pemberhentian pengelolaan 

penyeberangan air “Beton” yang ditujukan kepada Pengelola tempat 

penyeberangan di atas air “Beton”. 

 

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

Plt. Kepala Kantor Wilayah, 

 

 

Hantor Situmorang 
NIP 196703171992031001 

 

 



PEMERINTAH  KABUPATEN  SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman  No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068  Fax (0271) 593335

Website : www.sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 11 Juli 2023

Kepada : 
Nomor : 180/201 Yth. Kepala Kantor Wilayah 

Kementrian Hukum dan HAM 
Jawa Tengah
di-
       SEMARANG

Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Permohonan  Kajian  terkait

dengan  pengelolaan
penyebrangan di atas air.

Menindaklanjuti  Surat  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Sukoharjo
Nomor:  551.2/2037/VI/2023  tanggal  21  Juni  2023,  Perihal:  Penutupan
Penyeberangan  dan  hasil  Rapat  Penyusunan  Kajian  Hukum  terkait
pengelolaan penyeberangan   di  atas  air  pada hari  Kamis tanggal  6  Juli
2023, bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan kajian hukum
mengenai  pengelolaan penyeberangan di  atas  air  yang  diselenggarakan
oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan materi/bahan kajian
sebagaimana terlampir. 

Kajian  hukum dari  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa  Tengah  akan  kami  jadikan  sebagai  salah  satu  referensi  dalam
menyelesaikan masalah  penutupan kegiatan pengelolaan penyeberangan
di  atas air  yang selama ini  diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo. 

Mohon hasil kajian tersebut dapat disampaikan/dikirim ke Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sukoharjo paling lambat tanggal 25 Juli 2023.

Demikian  untuk  menjadikan maklum dan atas  kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

WIDODO, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya

NIP. 196505231992031008

Tembusan: Surat ini disampaikan kepada Yth.:
- Bupati Sukoharjo sebagai laporan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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